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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat

pendatang baik secara perorangan maupun berupa kelompok masyarakat

belum menunjukan adanya perlindungan hutan dan masyarakat. Hal ini

dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang

berlaku. Besarnya pengaruh kepala suku dalam mengendalikan penggunaan

hutan yang merupakan hak ulayatnya, ketidakkonsistenan peraturan

perundang undangan dan perbedaan pendapat antara pejabat pemerintah

mengenai izin pertambangan bagi masyarakat adat dan masyarakat pendatang

di Kabupaten Nabire Papua juga merupakan alasan-alasan belum

terlaksananya perlindungan hutan di Kabupaten ini. Perlindungan hutan dan

masyarakat oleh penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan

masyarakat pendatang dikatakan belum terlaksana oleh karena besarnya

kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penambangan tersebut. Selain itu,

penambangan ini mengakibatkan tidak terlindungnya hak negara dalam

mengatur dan menyelenggarakan penggunaan sumber daya alam serta hak

masyarakat atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya perlindungan hutan dan masyarakat terhadap kegiatan

pertambangan di Kabupaten Nabire baru terlihat pada pelaku penambangan
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yang berupa perusahaan khususnya P.T Hanjun. Hal ini dikarenakan tingkat

kerusakan hutan yang muncul akibat penambangan ini lebih rendah dari pada

kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penambangan yang dilakukan oleh

masyarakat . Di samping itu, penambangan yang dilakukan oleh P.T ini sangat

memperhatikan dan menghargai hak masyarakat setempat khususnya

masyarakat adat. Perusahaan ini pun berdiri berdasarkan izin yang telah

dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Nabire sehingga dari segi hukum

perusahaan ini dinilai taat pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya

perlindungan hutan dan masyarakat di Kabupaten Nabire Papua sudah mulai

dilaksanakan namun belum optimal.

B. Saran

Hal-hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan perlindungan hutan

dan masyarakat di Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Papua adalah perlu

adanya tindakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya hutan bagi manusia dan begitu besarnya dampak

negatif yang muncul akibat penambangan yang dilakukan dengan tidak

bertanggungjawab.

Di samping itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat

penambangan tanpa mengurangi pendapatan masyarakat, perlu dibuatnya

suatu model penambangan ramah lingkungan bagi penambang yang

merupakan masyarakat adat dan masyarakat pendatang. Salah satu alat
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penambangan yang dapat dijadikan referensi adalah sistem kapal keruk yang

digunakan oleh P.T Hanjun. Adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk

menambang di sungai yang didominasi batu-batu dan pasir dan bukan di

lereng gunung atau bukit. Hal ini dikarenakan kerusakan hutan akan lebih

kecil apabila penambangan dilakukan di Daerah Aliran Sungai yang

didominasi oleh batu-batu dan pasir.

Pada akhirnya, untuk mencapai perlindungan hutan dan masyarakat

yang transparan di Kabupaten Nabire, perlu adanya transparansi informasi dan

koordinasi yang baik antara instansi-instansi yang terkait, penyelarasan

peraturan perundang undangan mengenai izin pertambangan yang dilakukan

oleh masyarakat, persamaan persepsi mengenai izin pertambangan dikalangan

pejabat pemerintah Kabupaten Nabire Papua.
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Foto 1: batu pengantar

Foto 2: penggalian material



 

 

Foto 3: pendulang yang sedang meremas-remas material

Foto 4: material yang diambil dengan ember



 

 

Foto 5: proses pendulanagan di kali yang berada dilereng gunung/bukit

Foto 6: penambangan dengan mengngunakan alkon



 

 

Foto 7: alkon

Foto: proses pengenceran material



 

 

Foto 8: saringan

Foto 9: pendulangan di sungai yang jauh dari gunung/bukit



 

 

Foto 9: emas yang mengendap pada dasar wajan/alat pendulang

Foto 10: para pendulang dan penulis



 

 

Foto 11

Foto 12



 

 

Foto 13

Foto 14



 

 

Foto 15

Foto 16



 

 

Foto 17

Foto 18



 

 

Foto 19

Foto 20



 

 

Foto 21

Foto 22

Foto 11 sampai 22 menggambarkan hutan yang rusak akibat kegiatan

pendulang. Pada foto-foto tersebut terlihat pohon-pohon yang tumbang dan

menutupi badan sungai serta lubang-lubang akibat penggalian.



 

 

Foto 23

Foto 24



 

 

Foto 25

Foto 26

Foto 23 sampai 26 menggambarkan keadaan warga Kabupaten Nabire yang

terkena banjir



 

 

Foto 27: tempat evakuasi korban banjir

Foto 28: jalan yang tergenang air



 

 

Foto 29: jalan yang rusak akibat banjir

Foto 30: badan jalan yang rusak akibat banjir



 

 

Foto 31: badan jalan yang rusak akibat banjir

Foto 32: warga distrik uwapa yang merupakan pendulang



 

 

Foto 33: Kapal Keruk P.T Hanjun

Foto 34: Kapal Keruk P.T. Hanjun



 

 



 

 



 

 



 

 


